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Abstract

This study aims to address the legal protection issues faced by notaries in relation to potential
criminal acts and proposes ideas for regulating legal protection. Utilizing a normative legal
research approach, data was collected through literature reviews, document analysis, and legal
interviews, with conceptual and legal framework analysis conducted. The results reveal a lack of
legal harmonization between notarial law and criminal law, which challenges the provision of
adequate legal protection for notaries. Harmonization of legal provisions is critical to ensure
optimal notarial services and protect against potential criminal acts. The findings emphasize the
urgency of implementing legal provisions for notaries' adequate protection and offer valuable
insights for policymakers and legal practitioners in crafting effective legal frameworks.

Highlights:

Legal harmonization between notarial and criminal law is needed for adequate
protection of notaries.

Protection is necessary for optimal services and protection against criminal acts.

Harmonizing legal provisions is critical for effective protection.

Keywords: Notarial Law, Legal Protection, Criminal Acts, Harmonization, Professional Duties
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Pendahuluan
Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki orientasi untuk menjaga keotentikan akta yang
merupakan bukti adanya perbuatan hukum di masyarakat[1]. Akta yang otentik dapat menunjukkan adanya suatu
perbuatan hukum tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban
dari para pihak[2]. Oleh karena itu, akta yang otentik merupakan hal penting supaya perbuatan hukum yang
dilakukan dapat menjamin kepastian hukum di masyarakat. Upaya untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat
terkait akta otentik ini lah yang menjadi tugas utama dari profesi Notaris.

Notaris sebagai profesi juga layak didudukkan sebagai officium nobile atau profesi yang memimiliki kemuliaan di
masyarakat[3]. Hal ini dikarenakan tugas Notaris yang memiliki orientasi untuk menjaga keotentikan akta sebagai
bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum[4]. Menjaga keotentikan akta berarti turut serta menjaga salah satu
nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum[5]. Dengan ikut berupaya untuk menjaga kepastian hukum, maka Notaris
juga sejatinya berupaya untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Hal ini karena dengan tidak terjaminnya
kepastian hukum dapat berpotensi adanya sengketa yang tidak jarang menimbulkan adanya konflik di masyarakat.

Kewenangan profesi Notaris yang mulia tersebut dihadapkan pada problematika mengenai adanya potensi
pemidanaan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya[6]. Hal ini karena sebagai profesi yang
tugasnya menjaga keaslian akta otentik, maka tak jarang para pihak yang memberikan keterangan kepada Notaris
justru tidak memberikan informasi yang semestinya sehingga berdampak pada akta otentik yang dikeluarkan oleh
Notaris[7]. Hal ini tak jarang berujung pada tindak pidana pada Notaris sekalipun menjalankan tugas dan
kewenangannya. Beberapa ketentuan KUHP yang berpotensi menjerat Notaris diantaranya: (i) Pasal 263 ayat (1)
KUHP mengenai pemalsuan surat, (ii) Pasal 266 ayat (1) KUHP mengenai keterangan palsu dalam akta otentik, (iii)
Pasal 242 KUHP mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, (iv) Pasal 372 ayat (1) KUHP mengenai
penggelapan, serta berbagai ketentuan pidana lainnya yang bersifat pidana khusus seperti pencucian uang yang
juga dapat menjerat profesi Notaris.

Adanya ketentuan pemidanaan terhadap profesi Notaris dalam berbagai ketentuan hukum pidana di atas sejatinya
merupakan hal yang positif untuk mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan tugas dan kewenangan oleh
Notaris untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum. Akan tetapi, jika mengacu pada
pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris yang secara serta merta untuk selalu dijerat dengan hukuman pidana
sejatinya merupakan anomali karena seyogyanya terdapat upaya tertentu untuk melindungi Notaris dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya dalam adanya potensi sanksi pidana. Hal ini diperlukan supaya terjadi
keoptimalan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adanya posisi yang “lemah” bagi Notaris
terkait potensi tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ini lah yang menjadi urgensi dari
penelitian ini yaitu dengan mengacu pada konsepsi hukum inklusif untuk memberikan perlindungan hukum bagi
Notaris terkait adanya potensi tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsepsi hukum
inklusif dipilih karena konsepsi hukum inklusif memiliki esensi penguatan dan perlindungan hukum bagi pihak-
pihak yang dinilai rentan terhadap hukum.

Profesi Notaris dalam kaitannya dengan potensi pemidanaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ini lah
yang membuat Notaris menjadi rentan untuk dipidanakan padahal Notaris dalam kedudukan untuk menjalankan
tugas dan kewenangan profesinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua isu hukum yaitu:
(i) Problematika perlindungan hukum bagi Notaris terkait potensi tindak pidana, dan (ii) Orientasi pengaturan ke
depan berbasis hukum inklusif terkait perlindungan hukum bagi Notaris terkait potensi tindak pidana.

Penelitian mengenai potensi pemidanaan bagi profesi Notaris sejatinya telah dilakukan penelitian oleh tiga peneliti
sebelumnya, yang pertama dilakukan oleh Priyanto, dkk. (2021) yang berfokus pada aspek pentingnya kedudukan
dan peran Majelis Kehormatan Notaris untuk menentukan adanya proses penegakan hukum pidana terhadap
Notaris[8]. Keunggulan penelitian ini adalah pada aspek penegasan kedudukan, kewenangan, serta fungsi Majelis
Kehormatan Notaris dalam kaitannya dengan upaya menentukan Notaris untuk dapat dipidana atau tidak dalam
kaitannya dengan menjalankan tugas dan kewenangannya. Kekurangan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian
ini belum memberikan contoh kasus yang spesifik mengenai kasus atau permasalahan yang melibatkan Majelis
Kehormatan Notaris.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Irawan, dkk. (2022) yang membahas mengenai upaya pemberian
perlindungan hukum bagi Notaris berkaitan dengan pembuaatan akta otentik yang diakibatkan oleh adanya
keterangan palsu dari para pihak[9]. Keunggulan dari penelitian ini yaitu telah menjelaskan mengenai jenis-jenis
perlindungan hukum yang diperoleh oleh Notaris berkaitan dengan pembuaatan akta otentik yang diakibatkan oleh
adanya keterangan palsu dari para pihak. Kekurangan dari penelitian ini yaitu belum adanya pendekatan kasus
yang relevan untuk menganalisis secara mendalam problematika perlindungan hukum yang diperoleh oleh Notaris
berkaitan dengan pembuaatan akta otentik yang diakibatkan oleh adanya keterangan palsu.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Abdillah (2023) yang membahas mengenai isu hukum Pasal 51 KUHP dan
kaitannya dengan upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya[10]. Keunggulan dari
penelitian ini yaitu terdapat perspektif hukum pidana yang melihat bagaimana seyogyanya dalam menjalankan
tugasnya Notaris sejatinya tidak dapat dipidana. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu belum terdapat konstruksi
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hukum terkait harmonisasi antara peraturan di bidang kenotariatan dengan peraturan di bidang hukum pidana.

Dari ketiga penelitian sebelumnya terdahulu sejatinya penelitian yang membahas mengenai konsepsi hukum
inklusif untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris terkait adanya potensi tindak pidana dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya belum pernah dilakukan. Hal ini mempertegas penelitian ini merupakan
penelitian yang orisinal dengan kebaruan berupa adanya konstruksi hukum mengenai harmonisasi hukum antara
substansi hukum pidana dengan substansi hukum kenotariatan yang pada intinya memberikan upaya perlindungan
hukum bagi Notaris saat menjalankan tugas profesinya sehingga Notaris dapat optimal dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat.

Metode
Penelitian yang membahas mengenai konsepsi hukum inklusif untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris
terkait adanya potensi tindak pidana merupakan penelitian hukum normatif yang fokus kajiannya adalah berupa
peraturan perundang-undangan[11]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep dan
pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: UUD NRI 1945, Putusan MK No.
49/PUU-X/2012, Putusan MK No.16/PUU-XVIII/2020, KUHP, UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU
Notaris), dan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Jabatan Notaris (Perubahan UU Notaris). Bahan hukum
sekunder meliputi: artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan Notaris dan tindak pidana
kepada Notaris. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa.

Hasil dan Pembahasan
Problematika Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terkait Potensi
Tindak Pidana
Perlindungan dalam KBBI bermakna sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal melindungi, dalam konteks ini
melindungi berarti upaya untuk menjaga, merawat, serta memberikan hal yang seyogyanya menjadi hak pihak
lain[12]. Dalam konteks ini, KBBI memberikan pemahaman bahwa perlindungan berkaitan dengan upaya
pemberian hak yang seharusnya diterima oleh salah satu pihak dari pihak lain. KBBI juga memberikan penegasan
bahwa dalam kotneks perlindungan terdapat upaya untuk menempatkan segala sesuatu di bawah standar atau
patokan umum. Jika mengacu pada rumusan KBBI tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum
merupakan upaya untuk menempatkan hukum secara “supreme” (berdaulat) untuk menjamin hak-hak pihak yang
seyogyanya mendapatkan jaminan hak tersebut[13].

Perlindungan hukum dalam ilmu hukum menempati kajian yang strategis karena salah satu esensi keberlakuan
hukum adalah dilihat pada fungsinya untuk melindungi masyarakat[14]. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa
esensi dari perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang difasilitasi oleh
negara[15]. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, negara berkedudukan sebagai “sentral” dalam memberikan
perlindungan hukum[16]. Terlebih lagi, perlindungan hukum dalam perspektif Satjipto Rahardjo dengan
mengedepankan peran negara adalah dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya
diterima.

Perlindungan dalam konteks profesi Notaris sejatinya merupakan hal penting dan esensial, setidaknya didasarkan
pada tiga argumentasi, bahwa: pertama, Notaris sebagai profesi yang fungsi utamanya adalah menjamin kepastian
hukum mengenai akta otentik sejatinya memerlukan jaminan perlindungan hukum[17]. Hal ini dikarenakan, dalam
menjalankan fungsinya tidak jarang Notaris harus dipidanakan atau dipersalahkan secara hukum bukan karena
kesalahannya, melainkan karena adanya iktikad buruk para pihak yang menggunakan jasa Notaris. Kedua, bidang
pekerjaan profesi Notaris merupakan bidang pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dalam
hal ini, Notaris berpotensi mendapatkan permasalahan tertentu baik yang sifatnya yuridis maupun non-yuridis[18].
Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris perlu ditegaskan dan diaktualisasikan sebagai
upaya melindungi Notaris dari potensi adanya permasalahan baik yang bertendensi yuridis maupun non-yuridis.

Ketiga, perlindungan hukum bagi Notaris diperlukan dikarenakan bidang pekerjaan Notaris memiliki implikasi
tanggung jawab baik dalam ranah etik (kode etik Notaris), ranah keperdataan, hingga ranah pidana[19]. Khusus
berkaitan dalam ranah pidana ini lah maka Notaris seringkali dikriminalisasi sekalipun Notaris telah berupaya
untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan yang ada akan tetapi adanya iktikad buruk dari pihak-
pihak yang ingin memanfaatkan aspek tertentu untuk keuntungan pribadi maka Notaris seringkali terkena
imbasnya untuk dipidanakan. Dari ketiga argumentasi pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris di atas,
sejatinya telah tegas dan jelas pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris, khususnya dalam kaitannya dengan
permasalahan yang beraspek pidana memerlukan jaminan baik dalam ketentuan hukum positif serta jaminan
aktualisasi dalam pelaksanaannya.

Perlindungan hukum bagi Notaris khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan yang beraspek pidana
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sejatinya merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara prinsip menegaskan
perlunya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang merupakan hak konstitusional
sehingga harus dipenuhi oleh negara. Khusus mengenai Notaris perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum
bagi Notaris dalam kaitannya dengan potensi pemidanaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sejatinya
telah ditegaskan dalam Pasal 66 Perubahan UU Notaris yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 66 UU Notaris.
Pasal 66 Perubahan UU Notaris secara umum menegaskan mengenai tiga aspek, yaitu: pertama, dalam kaitannya
dengan adanya potensi pemidanaan dalam menjalankan tugas dan kewenangan bagi Notaris dalam hal ini wajib
melibatkan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kedua, kedudukan MKN dalam adanya potensi pemidanaan dalam
menjalankan tugas dan kewenangan bagi Notaris dalah esensial, karena berwenang memberikan persetujuan bagi
aparat penegak hukum seperti: penyidik, hakim, serta penuntut umum dalam kaitannya dengan proses sistem
peradilan pidana[20]. Ketiga, aspek kepastian hukum berkaitan dengan adanya persetujuan MKN dalam proses
sistem peradilan pidana sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (3) Perubahan UU Notaris yang menegaskan jangka
waktu maksimal tiga puluh hari kerja untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, hakim, serta penuntut
umum.

Pemberian jangka waktu terkait pemberian persetujuan oleh MKN kepada penyidik, hakim, serta penuntut umum
dalam proses peradilan kepada Notaris juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perubahan UU Notaris
yang menegaskan diberlakukannya asas fiktif positif yang mana jika MKN tidak kunjung memberikan persetujuan
bagi penyidik, hakim, serta penuntut umum, maka jika telah sesuai bahkan melampaui jangka waktu maksimal tiga
puluh hari kerja sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (3) Perubahan UU Notaris, maka MKN dianggap menyetujui
dengan berdasarkan pada asas fiktif positif[21]. Penerapan asas fiktif positif dalam Pasal 66 ayat (3) Perubahan UU
Notaris dalam kaitannya pemberian persetujuan oleh MKN kepada penyidik, hakim, serta penuntut umum dalam
proses peradilan kepada Notaris dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta jaminan mengenai proses
peradilan yang cepat, tepat, dan dapat menghadirkan esensi keadilan[22].

Ketentuan Pasal 66 Perubahan UU Notaris di atas yang melibatkan persetujuan MKN dalam kaitannya dengan
adanya proses pro-justisia dalam proses pidana sejatinya berawal dari adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012.
Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 secara inkonstitusional menyatakan bahwa adanya persetujuan Majelis Pengawas
Daerah sebagaimana dalam Pasal 66 UU Notaris terkait adanya potensi tindak pidana yang menjerat Notaris yang
harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah[23]. Hal ini berimplikasi bahwa jika persetujuan tidak
kunjung didapat dari Majelis Pengawas Daerah, maka proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, hakim, serta
penuntut umum dalam proses peradilan tidak dapat dilanjutkan. Ditinjau dari aspek orientasi penegakan hukum
bagi masyarakat Indonesia, maka Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 berupaya menegaskan eksistensi penegakan
hukum tanpa pandang bulu sehingga sekalipun profesi Notaris juga harus tunduk pada ketentuan hukum acara
pidana[24].

Meski begitu, Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dalam perspektif profesi Notaris sejatinya memiliki problematika
tersendiri karena belum menjamin perlindungan hukum bagi Notaris[25]. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012
sejatinya terdapat tiga problematika hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap profesi Notaris yang mana
problematika tersebut meliputi: pertama, Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 yang menganulir persetujuan Majelis
Pengawas Daerah dalam adanya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris sejatinya berpotensi
menjadikan Notaris untuk dengan mudah dikriminalisasi[26]. Notaris sebagai profesi tentu menjalankan tugas dan
kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum serta kode etik profesi Notaris[27]. Hal ini menegaskan bahwa
Notaris tidak serta merta dapat dilakukan pemeriksaan dalam kaitannya dengan adanya potensi tindak pidana
sebagaimana masyarakat pada umumnya. Hal ini lah yang sejatinya menegaskan bahwa pentingnya peran Majelis
Pengawas Daerah atau lembaga lain yang sejenis.

Kedua, Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 telah salah mendudukkan profesi Notaris dalam proses penegakan hukum
karena secara yuridis menempatkan proses penegakan hukum terhadap profesi Notaris adalah dipersamakan
dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Notaris sebagai profesi khususnya dengan karakter officium
nobile tentu tidak dapat dipersamakan prosedur penegakan hukumnya sebagaimana penegakan hukum yang
diberlakukan kepada masyarakat umum[28]. Ketiga, Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 juga belum menjamin
kepastian hukum mengenai jangka waktu maksimal persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam adanya potensi
tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang berimplikasi pada adanya ketidakoptimalan penegakan hukum
karena harus menunggu persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang belum jelas waktunya. Selain itu, dalam
konteks hukum, Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 juga belum menyinggung mengenai keberlakuan asas fiktif
negatif ketika Pasal 66 UU Notaris berlaku dan berpotensi menimbulkan adanya kendala dalam proses penegakan
hukum[29].

Adanya problematika yuridis pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 kemudian membuat pembentuk Undang-
Undang berinisiatif untuk merevisi ketentuan UU Notaris menjadi Perubahan UU Notaris. Dalam Pasal 66
Perubahan UU Notaris terdapat dua perubahan substansial yaitu, pertama, berkaitan dengan perubahan lembaga
yang menyetujui adanya proses hukum yang pada awalnya adalah Majelis Pengawas Daerah yang dalam Perubahan
UU Notaris diubah menjadi MKN. Kedua, dalam Perubahan UU Notaris telah ditegaskan adanya batas waktu
persetujuan MKN dalam proses hukum yaitu maksimal tiga puluh hari kerja. Hal ini mengindikasikan Perubahan
UU Notaris telah mengubah paradigma waktu persetujuan lembaga atau badan dalam proses hukum yang pada
awalnya memberlakukan fiktif negatif menjadi fiktif positif[30].
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Setelah disahkannya Perubahan UU Notaris, pengujian di MK juga dilakukan terhadap ketentuan Pasal 66
Perubahan UU Notaris pada akhirnya membuat lahirnya Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020. Putusan MK No.
16/PUU-XVIII/2020 sejatinya tidak memiliki implikasi hukum karena putusan tersebut menyatakan telah menolak
permohonan dari pemohon. MK dalam ratio decidendi Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa
ketentuan Pasal 66 Perubahan UU Notaris telah menjamin kepastian hukum serta pemberian izin kepada MKN
bukanlah merupakan upaya untuk mereduksi penegakan hukum, tetapi justru merupakan upaya untuk melakukan
penegakan hukum secara tepat dan optimal kepada profesi Notaris[31]. Dari ratio decidendi Putusan MK No.
16/PUU-XVIII/2020 tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 66 Perubahan UU Notaris adalah sesuai
dengan nilai-nilai konstitusi.

Dari perspektif Notaris, Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 sejatinya telah menjamin kepastian hukum khususnya
penegasan bahwa pemberian izin kepada MKN bukanlah merupakan upaya untuk mereduksi penegakan hukum,
tetapi justru merupakan upaya untuk melakukan penegakan hukum secara tepat dan optimal kepada profesi
Notaris[32]. Selain itu, Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 juga menegaskan pentingnya peran MKN dalam
melakukan bimbingan dan pembinaan bagi Notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya serta menaati
kode etik profesi Notaris. Meski pasca Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 secara normatif ketentuan mengenai
perlindungan hukum bagi Notaris terkait adanya potensi tindak pidana, namun adanya ketentuan dalam substansi
hukum pidana (dalam hal ini KUHP) yang belum harmonis dengan perlindungan hukum bagi Notaris juga masih
menjadi problematika tersendiri[33].

Dalam KUHP misalnya terdapat beberapa ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan upaya kriminalisasi bagi
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang meliputi: Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai
pemalsuan surat, Pasal 266 ayat (1) KUHP mengenai keterangan palsu dalam akta otentik, Pasal 242 KUHP
mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, Pasal 372 ayat (1) KUHP mengenai penggelapan, serta berbagai
ketentuan pidana lainnya yang bersifat pidana khusus seperti pencucian uang yang juga dapat menjerat profesi
Notaris[34]. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa sekalipun Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 sudah menegaskan
adanya peran MKN dalam penegakan hukum kepada Notaris, namun adanya berbagai ketentuan dalam KUHP
maupun di luar KUHP sejatinya masih menimbulkan problematika terkait perlindungan hukum bagi Notaris
mengenai adanya potensi pemidanaan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya[35].

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika perlindungan hukum bagi Notaris
terkait potensi tindak pidana sekalipun pasca Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020 sduah terdapat orientasi untuk
menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Notaris mengenai adanya potensi pemidanaan Notaris dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya melalui pemberian izin dari MKN, namun masih adanya ketentuan dalam
KUHP maupun di luar KUHP yang masih berpotensi mengkriminalisasi profesi Notaris dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya.

Orientasi Pengaturan Ke Depan Berbasis Hukum Inklusif Terkait
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terkait Potensi Tindak Pidana
Adanya potensi kriminalisasi bagi Notaris terkait potensi tindak pidana dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya dengan adanya berbagai ketentuan dalam KUHP maupun di luar KUHP yang masih berpotensi
mengkriminalisasi profesi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sejatinya merupakan
problematika tersendiri terhadap profesi Notaris[36]. Hal yang perlu dipertegas di sini bahwa upaya memberikan
perlindungan hukum bagi Notaris terkait potensi tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
bukan berarti dalam rangka untuk membuat Notaris menjadi “kebal” dan bersifat “superbody” atas proses
penegakan hukum pidana[37]. Orientasi penegakan hukum pidana tetaplah menjadi aspek yang utama tetapi perlu
adanya mekanisme tertentu sehingga setiap Notaris menjalankan tugas dan kewenangannya, tidak serta merta
ditakuti bahkan diancam dengan adanya pemidanaan baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP[38].

Problematika utama terkait potensi kriminalisasi Notaris terkait potensi tindak pidana dalam menjalankan tugas
dan kewenangannya setidaknya didasarkan pada dua faktor, pertama yaitu faktor regulasi dan kedua adalah faktor
budaya hukum penegak hukum pidana[39]. Dari faktor regulasi dapat dipahami bahwa ketentuan dalam KUHP
masih didominasi oleh corak dan “langgam” positivisme hukum dari WvS Belanda[40]. Hal ini membuat substansi
hukum dalam KUHP masih belum menyentuh perlindungan hukum pada profesi tertentu, khususnya pada profesi
Notaris. Belum adanya spirit dalam KUHP untuk melindungi profesi Notaris juga diikuti oleh beberapa ketentuan
peraturan pidana lainnya di luar KUHP, salah satunya ketentuan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang[41].
Konstruksi UU Tindak Pidana Pencucian Uang juga masih belum memberikan orientasi perlindungan bagi profesi
Notaris sehingga potensi adanya kriminalisasi masih menjadi salah satu problematika bagi profesi Notaris.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari aspek regulasi problematika bagi profesi Notaris
terkait adanya potensi tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya belum terdapat semangat
untuk memberikan perlindungan bagi profesi tertentu, khususnya bagi profesi Notaris.

Dari aspek budaya hukum penegak hukum pidana terhadap profesi Notaris masih dipandang sebagai proses
penegakan hukum pidana sebagaimana yang diterapkan pada masyarakat pada umumnya. Padahal, sekalipun
esensi penegakan hukum pidana adalah menjamin equality before the law, namun bukan berarti harus
mempersamakan cara penegakan hukum secara umum dengan penegakan hukum pada profesi tertentu, khususnya
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bagi Notaris[42]. Upaya mempersamakan proses penegakan hukum secara umum dengan penegakan hukum pada
profesi tertentu, khususnya bagi Notaris sejatinya merupakan upaya yang tidak adil dan cenderung
mendiskreditkan profesi Notaris[43]. Dalam konteks ini, bukan perlindungan hukum yang didapatkan oleh profesi
Notaris, namun justru profesi Notaris mendapatkan “penindasan” hukum akibat budaya hukum penegak hukum
pidana yang cenderung mempersamakan penegakan hukum pada umumnya dengan penegakan hukum pada profesi
Notaris[44].

Dilihat dari aspek regulasi dan budaya hukum penegak hukum pidana, maka sejatinya profesi Notaris masih rentan
untuk dikriminalisasi[45]. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi profesi Notaris
adalah dengan mengoptimalkan konsepsi hukum inklusif. Gagasan hukum inklusif sejatinya menempatkan hukum
pada kondisi yang seimbang dan adil bagi para pihak sehingga keadilan dapat diwujudkan[46]. Dalam konteks
profesi Notaris yang masih rentan untuk dikriminalisasi, maka hukum inklusif berupaya menawarkan penguatan
perlindungan hukum supaya profesi Notaris tidak mudah dikriminalisasi. Mengacu pada hukum inklusif dengan
lima asumsi paradigmatiknya yang meliputi: kebebasan akademik, keberagaman, sistem hukum yang tidak otonom,
non-linieritas dalam hukum, serta pemihakan pada pihak yang lemah, maka dalam konteks profesi Notaris yang
masih rentan untuk dikriminalisasi maka perlu pengaturan ke depan berbasis hukum inklusif dengan
mengedepankan pada tiga aspek, yaitu: aspek regulasi, aspek budaya penegak hukum, serta aspek integritas
profesi Notaris[47].

Dari aspek regulasi, upaya untuk memperkuat perlindungan hukum supaya profesi Notaris tidak mudah
dikriminalisasi adalah dengan melakukan pembaruan semangat serta substansi hukum pidana baik di dalam KUHP
maupun yang di luar KUHP[48]. Di dalam KUHP sendiri, momentum ini sejatinya telah ada dengan disahkannya UU
No. 1 Tahun 2023 yang mengkonstruksikan KUHP baru. Upaya perumusan KUHP baru ini diharapkan dapat
memberikan perlindungan hukum yang optimal serta tidak mudah mengkriminalisasi profesi Notaris, khususnya
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dari aspek budaya penegakan hukum, adanya pembaruan hukum
pidana melalui pengesahan KUHP baru sejatinya juga harus diimbangi dengan semangat KUHP baru yang salah
satunya adalah memberikan karakteristik khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap profesi tertentu, salah
satunya adalah profesi Notaris[49]. Perubahan semangat bagi penegak hukum ini diharapkan dapat
mengoptimalkan semangat budaya hukum inklusif supaya tidak mudah mengkriminalisasi profesi Notaris dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya[50]. Dari aspek integritas profesi Notaris, peran MKN dalam membina,
mengawasi, sekaligus mencegah adanya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan
tugas dan kewenangannya juga diperlukan supaya MKN menjadi badan yang dapat mengoptimalkan fungsi dan
peranan Notaris sekaligus terhindar dari potensi tindak pidana[51].

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi pengaturan ke depan berbasis hukum inklusif
terkait perlindungan hukum bagi Notaris terkait potensi tindak pidana dappat dilakukan dengan mengedepankan
tiga aspek yaitu: aspek regulasi, aspek budaya penegak hukum, serta aspek integritas profesi Notaris. Dari aspek
regulasi, upaya untuk memperkuat perlindungan hukum supaya profesi Notaris tidak mudah dikriminalisasi adalah
dengan melakukan pembaruan semangat serta substansi hukum pidana baik di dalam KUHP maupun yang di luar
KUHP. Dari aspek budaya penegakan hukum, adanya pembaruan hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru
sejatinya juga harus diimbangi dengan semangat KUHP baru yang salah satunya adalah memberikan karakteristik
khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap profesi tertentu, salah satunya adalah profesi Notaris serta Dari
aspek integritas profesi Notaris, peran MKN dalam membina, mengawasi, sekaligus mencegah adanya potensi
tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga diperlukan supaya
MKN menjadi badan yang dapat mengoptimalkan fungsi dan peranan Notaris sekaligus terhindar dari potensi
tindak pidana.

Simpulan
Guna memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris terkait potensi tindak pidana pasca Putusan MK No. 16/PUU-
XVIII/2020, tiga aspek penting harus dikedepankan, yaitu: aspek regulasi, aspek budaya penegak hukum, dan aspek
integritas profesi Notaris. Pembaruan regulasi dalam KUHP dan peraturan di luar KUHP diperlukan untuk
mengurangi potensi kriminalisasi profesi Notaris. Selain itu, budaya penegakan hukum harus diubah dengan
memberikan karakteristik khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap profesi tertentu, termasuk Notaris.
Terakhir, peran MKN dalam membina, mengawasi, dan mencegah tindak pidana oleh Notaris harus ditingkatkan
untuk mengoptimalkan fungsi dan peranan Notaris serta mencegah potensi tindak pidana.

Implikasi dari upaya ini meliputi keberhasilan dalam menjaga integritas profesi Notaris dan memastikan kepastian
hukum dalam menjalankan tugas mereka. Perubahan yang diajukan akan meningkatkan kepercayaan publik
terhadap profesi Notaris dan melindungi kepentingan masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk
mengevaluasi dampak perubahan regulasi dan budaya penegak hukum terhadap profesi Notaris serta
mengidentifikasi strategi efektif dalam memastikan integritas profesi dan mencegah tindak pidana.
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